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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil dari studi lapangan tentang Analisis Hukum Islam 
Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Aleta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku 
Register KUA Studi Penetapan No: 178/Pdt.P/2008/P A. Sby. 

Skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : Bagaimana deskripsi isbat 
nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Apa dasar hukum 
hakim dalam menolak perkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam 
buku register KUA dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat 
nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam bul'U register KUA. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengunakan metode deskriptif analisis 
yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 
data dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Surabaya berserta penje lasan 
menurut hukum Islam. Karena skripsi ini merupakan panelitian lapangan, maka 
mengunakan teknik pengumpulan data dokumen dan wawancara. 

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah 
dalam rangka pengesaham perkawinan, pemohon sudah pemah memiliki akta nikah 
namun setelah di eek di KUA temyata akta nikah pemohon tidak tercatat dalam buku 
register KUA dasar hukum hakim menolak isbat nikah pemohon karena tidak ada 
penujukan wali hakim dalam akta nikah tersebut dan sebagai Kepala KUA juga tidak 
pemah menikahkan atau menunjuk pejabat lai n untuk menikahkan, pemohon 
mcnikah mcnggunakan wali yang mcngaku-ngaku wali hakim yaitu muhakam (kyai) 
yang diangkat sendiri tanpa ada taukil wali, sehingga pemikahan antara keduanya 
dianggap tidak sah atau batal. Menurut anali sis hukum Islam, ini sesuai dengan 
pendapat Imam syafi'l yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya 
pemikahan dan pendapat Imam Tirmizi yang menyatakan wanita yang 
melangsungkan pemikahan tanpa seizin walinya maka nikahnya itu batal. Penetapan 
hakim sudah benar, maka hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal. Agar 
pernikahannya sah maka pihak yang berperkara dalam hal ini harus melaksanakan 
pemikahan ulang, memenuhi rukun dan syarat pemikahan di samping itu harus 
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 
masyarakat yang akan melangsungkan pemikahan agar berhati-hati jangan menyalahi 
aturan yang sudah dibuat olen Agama dan Negara karena ini menyangkut sah 
tidaknya sebuah perkawinan. 

VI 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pemikahan, karena 

dengan pemikahan akan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan 

anak juga akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada anggota keluarga dan 

masyarakat. 

Sebagaimana tujuan dari pernikahan membentuk keluarga saklnah, 

mawaddafJ wa ra~1mafJ. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 : 

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berflkir. 1 

Dalam Islam pernikahan termasuk dalam lapangan muamalat yaitu 

lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia ini. 

Hubungan antar manusia ini dalam garis besar dapat dibagi dalam tiga bagian 

yaitu: 

1 Departemen Agama RI, Al Qur 'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Naladana, 2004),572 
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2 

a. Hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan 

b. Hubungan antar perseorang di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga 

c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. 

Di mana tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang 

diatur oleh syariat. 2 

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam: 

Pasa/ 2 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau misuqnn glw/icl:uh 1111111k mentuoti perintah Allah dan 
me/uksa111.1ka1111yu mer11p<1ku11 1h<1duh. 

Pasa/ 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidup an rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. 3 

Dalam melakukan pemikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditentukan oleh agama karena menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut 

dari segi hukum. 

Rukun dan Syarat nikah terdiri atas : 1) Calon mempelai laki-laki, 2) Calon 

mempelai perempuan, 3) Wali dari pihak perempuan yang akan mengakadkan 

2 
Soemiati, Hu/cum Perkawinan Islam dan U11da11g-Unda11g Perkawinan, (Yogyakarta, Liberty. Cet. ll, 

1986), 9-1 2 
3 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Media Wacana. Cet I, 2008), 430-
43 1 
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3 

perkawinan, 4) Dua orang saksi, dan 5) !jab yang dilakukan oleh wali dan qabul 

yang dilakukan oleh suami (mempelai laki-laki). 

Disamping itu, hams ada mahar dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk 

dalam rukun, karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak 

mesti diserahkan pada waktu akad perkawinan itu berlangsung. 4 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 

1974 Pasal 2: 

Ayat (/) Perkawinan adalah sah apabila di/akukan menurut hukum masing
masing agamanya dan kepercayaannya. 

Ayat (2) Tiap-t iap perkawill(m dicutut me1111rut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa selain pernikahan 

harus dilaksanakan secara sah rncnurut 111as1ng-masing agama dan kl.!~rcayaan 

hams pula sah menumt peraturan negara. Artinya pernikahan itu harus dicatatkan 

sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh syari 'at dan peraturan undang-

undang yang berlaku, agar mempunyai kekuatan hukum secara perdata.5 

Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 2 dijelaskan: 

"Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagimana di atur 
dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1945 tentangpencatatan nikah, talak dan 
rujuk." 

Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA tidak mempunyai kekuatan 

hukum dan tidak mempunyai perlindungan hukum apabila ada pihak yang 

4 Amir Syarifudin, Hukum Perka111i11a11 Islam di !11do11esia, (Jakarta: Prenada Media.Cet.TI, 2007), 61 
5 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80 
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dirugikan, karena adanya akta nikah berarti perkawinannya sah menurut Agama 

dan undang-undang yang berlaku. 

Apabila ada orang melakukan pemikahan dengan memenuhi syarat dan 

rukun nikah tetapi tidak dihadapan I dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah 

maka dalam hal ini ada 2 pelanggaran yang dilakukan: 

1. Orang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat ( 1) UU No. 22 Tahun 

1946, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah 

tidak dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang. 

2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. I Tahun 1974 

yaitu tanpa dicatat I tidak punya akta nikah 

Adapun penyelesaiannya ~·a itu · 

Mengenai pelanggaran yang pertama maka bcrdasa rkan kctentuan Pasal 3 

ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dapat dikenakan sanksi 

pelanggaran yang berupa denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

Mengenai pelanggaran yang kedua maka pihak yang bersangkutan dapat 

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yai tu memohon agar pemikahan 

tersebut dinyatakan sah dan diperintahkan kepada PPN I KUA Kecamatan 

setempat mencatat perkawi nan ini dan diberikan kutipan akta nikah berdasarkan 

keputusan Pengadilan Agama tersebut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946, Pasal 7 Kompilasi Hukum lslam.6 

6 Tata Taufiqurrahman, Jsbat Nikah dengan Nikah Massa!, (Makalah: Isbat nikah dan 
P ermasalahannya, 20 l 0), 6 
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Ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah terdapat dalam pasal 7 ayat 

(2),(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: 

Ayat (2) 
"Dalam ha! pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. " 

Ayat (3) 
lsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal

hal yang berkenaan dengan: 
I. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian 
2. Hilangnya akta nikah 
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan 
4. Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. I 

Tahun 1974 dan, 
5. Perkawinan yang dila/.:.ukun ulr.!h mi:rl!f.:.u yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut UU No. I Ta/11111 I 97-1. 

Ayat (./) 
'Tang berlwk n11.:11guj11ku11 pam uh1111u11 1.1hc11 111kuh 1uluh .11w1111 utcw 1.1/n, 

anak-anak mereka, wali nikah dun ptlwk yw1g hakepe111111gu11 deng,w1 
perkawinan itu. "7 

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975 Pasal 39 disebutkan 

bahwa: 

(I) Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku 
pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hilang at au rusak padahal 
d iperlakukan untuk pengesahan perkawinan maka orang yang bersangkutan 
dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. 
Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika 
terjadi perceraian. 

(2) Untuk mendapatkan duplikat tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain. 
(3) Duplikat surat-surat harus dibubuhi materai menurut peraturan yang 

berlaku. 
(4) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat 

duplikatnya disebabkan catatannya Lelah rusak atau hilang atau karena 

7 Undang-Undang Perkawi11a11 dan Kompilasi H11k11m Islam, cet.I, Citramediawacana, 2008, 431-432 
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sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk 
harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.8 

Di Pengadilan Agama Surabaya ditemukan perkara isbat nikah ditolak 

karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, Penetapan 

No: 178/Pdt.P/2008/P A.Sby. 

Pemohon sudah pernah menikah mempunyai akta nikah akan tetapi akta 

nikah pemohon tidak tercatat dalam buku register KUA setelah dicek di KUA 

teryata tidak ada berkas-berkas permohonan kehendak nikah dari pemohon dan 

sebagai pihak Kepala KUA tidak pemah mc:njadi wali pemikahan dan tidak 

pernah menunjuk pejabat lainya untuk bertindak sebagai wali hakim. 

Berdasarkan permasalahan tcrsebut halrn·asan~·a yang rnenjadi wali dalarn 

pemikahanya bukanlah wali nasab atau wal1 hak1m dan pcpbat pcmenntah. 

pemohon mengunakan wali yang mengaku-ngaku wali hakim yaitu muhakam 

(kyai) yang diangkat sendiri tidak ada taukil wali dari orang tua pihak perempuan, 

maka pernikahan kedunya dinyatkan tidak sah tidak dibenarkan oleh Agama dan 

Negara karena perkawinanya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan 

tidak di catatkan kepada pegawai pegawai pencatat nikah yang ben¥enang. 

Hakim mengambil dasar seharusya wali berada disatu Majelis bersama 

calon pengantin laki-laki dan perempuan kemudian menyerahkan hak 

perwalianya pada wali hakim atau kyai. 

8 Idris Ramulyo, Hu/cum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet.Il, 1996), 71-72 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. 

2. Tidak ada berkas-berkas KUA (Model NA, N.B, C Model Nl, N2, N3, 

N4, N5, N6, N7, N8, N9, NIO) dari Pemohon. 

3. Akta nikah sebagai barang bukti di pengadilan adalah akta nikah palsu. 

4. Menggunakan wali muhakam (kyai) dan tidak ada taukil wali. 

5. Pihak KUA tidak pernah menikahkan atau mcnunjuk pejabat lainya untuk 

bertindak sebagai wali hakim, wali yang dihadirkan dalam akad nikah 

pemohon adalah wa li hakim palsu. 

6. Pemikahan pemohon tidak sesuai dcngan hukum 1slam karcna rukun dan 

syarat yang menyangkut sah tidaknya pernikahan tidak terpenuhi. 

7. Malanggar Undang-Undang No l Tahun 1974 Pasal 2: 

Ayat (!) 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing

masing agamanya dan kepercayaannya. 

Ayat (2) 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



8 

1. Deskripsi isbat nikah ditolak karena akta nikah tidak tercatat dalam buku 

register KUA di Pengadilan Agama Surabaya, 

2. Dasar hukum hakim menolak isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat 

dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya 

3. Analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah 

tidak tercatat dalam buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi tentang isbat nikah karena akta nikah yang tidak tcrcatat 

dalam buku register KUA? 

2. Apa dasar hukum hakim menolak isbat nikah bn:na akta nikah tidak tercatat 

dalam buku register KUA? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah karena akta 

nikah tidak tercatat dalam buku register KUA? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan 

seputar masalah yang diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang sedang 

dibahas ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian-kajian yang 

terdahulu . 

Dalam skripsi Muhtarrom tahun 2003 yang berjudul "analisis terhadap 

putusan pengadilan agama Mojokerto no.1191 lp dt.g/2003 tentang isbat nikah ". 
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menjelaskan bahwasanya Pemohon 1 dan Pemohon II mengajukan permohonan 

isbat nikah karena pernikahanya dilakukan secara sirri sedangkan status 

Pemohon I masih sebagai suami sah dari termohon I, perkawinan Pemohon I dan 

Pemohon II memperoleh izin dari termohon I. Pengadilan Mojokerto 

mengabulkan parmohonan isbat nikah sementara Undang-undang No: tahun 

1974 dan kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasar dasar tidak mengatur 

perkara isbat nikah yang dimaksud. Kemudian penulis berkesimpulan akhir 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II terjadi poligami karena sebelum mengaj ukan 

isbat nikah Pemohon I1 sudah sah menjadi isteri pemohon I maka anaknya kdak 

dapat mewarisi harta orang tuanya 9 

Dalam skripsi Nur Azizah yang herjudul "s11u/1 unu/1.,·1, h11lw111 /1/u111 

terhadap putusan pengadilun ugw11u re11ru11g /Jt'1111/uku11 1.,f>ur 111kuh r :<1111/1 

Putusan No.37/Pdt.P/2007/PA.Sby), menjelaskan bahwa pemikahan pemohon 

sudah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam akan tetapi belum sesuai dengan 

hukum positif yang ada di negara Indonesia yaitu tidak tercatat di KUA pemohon 

melakukan nikah sirri dengan isteri kedua, namun status pemohon masih sebagai 

suami sah isteri pertama maka dari itu hakim menolak isbat nikah pemohon 

selanjutnya penulis berkesimpulan bahwa untuk mendapatkan kejelasan hukum 

9 
Muhtarrom, A11alisis Terhadap Putusa11 Pe11gadila11 Agama Mojokerto, No. 11 9 1 !Pdt. G/2003 

tentang isbat nikah. 
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maka pemohon harus melakukan akad nikah baru di KUA sesuai perosedur yang 

ditetapkan Undang-Undang yang berlaku. 10 

Dalam skripsi Moh Ngatik yang berjudul "isbat nikah karena KUA 

Kecamatan Dongko Kabupaten Terenggalek tidak mencatat dalam buku register 

( studi putusan PA Terenggalek No. 00 J.Pdt.PI 2006 PA Ti)" menjelaskan bahwa 

pemohon sudah pemah mendapatkan akad nikah pada waktu pindah rumah 

(diluar negeri) akta nikah hilang, padahal pemohon sangat memerlukan sekali 

duplikat akta nikahnya pada saat di eek di KUA tempat dilaksanakanya 

pemikahannya dulu ternyata a!.."ta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. 

Permohonan pemohon dikabulkan karena kelalaian dari petugas pencatat nikah 

yang tidak mencatat dalam buku register KUA se l anjutn~·a rcnulis 

berkesimpulan agar pihak KUA lebih hati-hati dalam mclakukan ~ncatat.in 

dalam buku register KUA. 11 

Dalam skripsi Siti Fatimah yang berjudul "status anak dari perkawinan 

akibat peno/akan isbat nikah menurut undang-undang perkawinan No. I tahun 

1974 (studi kasus di pengadilan agama Malang), penulis menjelaskan bahwa 

anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, karena 

pernikahan pemohon dilakukan tanpa adanya pengetahuan dari ayah kandungnya 

sebagai wali nasab yang sah maka permohonan pemohon mengajukan isbat nikah 

IO Nur Azizah, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadialan Agama Tentang 
Penolakan lsbat Nikah ( Studi Putusan No.37/Pdt.P/2007/PA.Sby) 

11 Moh Ngatik, lsbaf Nikah Karena KUA Kecamalan Dongko Kabupalen Terenggalek Tidak 
Mencatat Dalam Buku Register ( Studi Putusan PA Terenggalek No. 001.Pdt.P/ 2006 PA Ti) 
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dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim. Kemudian penulis berkesimpulan 

berdasarkan KHI pasal 99, maka status anak yang dilahirkannyapun tidak sah. 

Sedangkan anak membutuhkan kejelasan di mata hukum, maka upaya yang harus 

ditempuh dengan melakukan akad barn di KUA setempat, selanjutnya adopsi 

anak. 12 

Dalam skirpsi Ida Fauziah tahun 2005 yang berjudu1 "komulasi 

permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di PA Jombang" , penulis 

menjelaskan bahwa pasal 7 ayat 3 (a) yaitu isbat nikah dalam rangka proses 

perceraian, sedangkan untuk gugatan cerai adalah pasal 19 (f) PP no.9 tahun 

1975 jo pasal 116 (f) KHI yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada hara pan dalam hid up rukun lagi . 

pasal 125 HLR yaitu gugatan penggugat tidak melawan hakim.:: 

Dalam skripsi Zainal Arifin tahun 2007 yang berjudul "tinjauan hukum 

Islam terhadap permohonan isbat nika.h dengan alasan legitimasi anak di PA 

Sidoarjo (studi putusan No. 7/Pdt.P/2006/PA. Surabaya)", penulis menjelaskan 

bahwa kebenaran adanya pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat 

dibuktikan pemilahan pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat ( 1) sudah lengkap 

12 Siti Fatimah , Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Jsbat Nikah Menurut Undang
Undang Perkawinan No. I tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang) 

13 Ida Fauziah, Komulasi Permohonan lsbat Nikah dan Gugatan Cerai di Pengadi/an Agama 
Jombang' tahun 2005 
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baik saksi maupun bukti tertulis telah sesuai dengan hukum Islam karena 

tercantum hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik14 

Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui deskripsi isbat nikah karena 

akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA, apa dasar Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Surabaya menolak permohonan isbat nikah karena akta nikah 

tidak tercatat dalam buku register KUA dan bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku 

register KUA di Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapan No. 

l 78/Pdt.P/2008/ P A.Sby. 

F. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan diatas maka tujuan panelitian 1n1 adalah 

1. Untuk mengetahui deskripsi isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam 

buku register KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam menolak 

permohonan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register 

KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penolakan permohonan 

isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di 

pengadilan Agama Surabaya. 

14 Zainal Arifin, Tinjauan Hu/cum Islam Terhadap Permohonan l sbat Nikah dengan Alasan Legitimasi 
Anak di Pe11gadi/a11 Agama Sidoarjo (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2006/PA. Surabaya) 
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G. Kegunaan Basil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian llli diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya 

dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari ' ah Jurusan Ahwalus Syahsiyah 

tentang masalah isbat nikah karena tidak terdaftar dalam buku register KUA. 

2. Secara Praktek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh prah.1isi hukum 

dalam menetapkan suatu perkara hukum di Pengadi lan Agama maupun dalarn 

memberikan fatwa hukum kepada masyarakat. 

H. Definisi Operasional 

Isbat nikah 

Akta nikah 

Register KUA 

Penetapan,tentang kebenaran atau keabsahan nikah.15 

Surat tanda bukti kebenaran nikah yang dibuat oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu pejabat pembuat akta 

nikah misalnya PPN. 16 

Buku daftar nikah.17 

15 Ahmad Warson Al-Munawir, Kamus Al-M1111awir, 145 
16 Zainul Bahry, Kamus Umum (Bandung:Angkasa 1996), 6 
17 Michael R Purba, Kamus Hukum Intemasiona/ di 111do11esia (Jakarta: Widyatama, Cet I, 2009), 364 
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I. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Berkas perkara Penetapan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat 

dalam buku register KUA No: 178/Pdt.P/2008/P A. Sby. 

b. Keterangan dari Ketua Majelis Hakim yang memutuskan perkara isbat 

nikah No: l 78/Pdt.P/2008/P A. Sby. 

c. Keterangan dari pihak Kepala KUA. 

2. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh dari dalam 

penelitian yang terd iri dari responden dan informen bcrasal dari : 

I ) Hakim dan Panitera yang menangani pcrkara isbat n1bh d1 

Pengadi lan Agama Surabaya. 

2) Berkas-berkas dari KUA 

3) Dokumen perkara penetapan isbat nikah No: l 78/Pdt.P/2008/P A.Sby. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan langsung 

dengan masalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah 

kareana akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. 

Data yang diambil dan diperoleh dari literatur yang diambil dari 

buku-buku yang terkait di antaranya : 

1) Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya 
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2) Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 

3) Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam 

4) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia 

5) Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan 

6) Abd.Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat 

7) Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional 

8) Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

9) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

10) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia 

11) Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia 

12) Imam Muhammad bin IsmaTI, Subulus Salam Sy ar!1 Huliighol .\ lunim 

13) Wahbah Zupaili, Al Fiqhul Islam wa Adillatuh 

14) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 

15) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab. 

c. Sumber data tersier 

Data yang tidak ditemukan dari data primer atau skunder berupa 

kamus, majalah hukum atau mimbar hukum. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Karena skripsi ini penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah: 
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a. Kajian Literatur, yaitu dengan menelusuri buku-buku yang membahas 

tentang syarat-syarat, rukun dan isbat nikah dalam tinjauan hukum Islam, 

UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan literatur lain yang dapat 

mendukung pembahasan penelitian. 

b. Dokumenter, yaitu dengan mengambil data penting berupa berkas perkara 

dari Pengadilan Agama Surabaya tentang penetapan penolakan isbat 

nikah karena KUA tidak mencatat akta nikah dalam buku register KUA, 

surat atau keterangan penting yang dikumpulkan berdasarkan arsip-arsip 

diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya, dan KUA. 

c. Interview yaitu dengan wawancara tentang masalah yang sedang diteliti 

dcngan pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas ini seperti 

Hakim yang memutuskan perkara isbat rukah, Panitera, dan pihak KU:\. 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini termasuk penelitian dokumen yaitu penelitian terhadap 

penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: l 78/Pdt.P/2008/P A.Sby tentang 

penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register 

KUA. Adapun teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif 

analitis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga obyek 

masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan 

jelas. 

Selanjutnya dianalisis dengan mengunakan pola pikir deduktif yaitu 

berangkat dari faktor-faktor yang khusus yaitu hasil dari penetapan No: 
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178/Pdt.P/2008/P A.Sby tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak 

tercatat dalam buku register KUA, kemudian ditarik kedalam hal yang 

bersifat umum, memastikan bahwa penetapan Pengadilan Agama tersebut 

apakah sudah sesuai dengan ketentuan isbat nikah yang telah ada dalam 

hukum Islam atau tidak. 

J. Sistematika Pem bahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan ini 

telah dibagi beberapa bab dan sub bab, adapun sebagai berikut: 

BABI Pendahuluan. Berisi antara lain Latar Belakang Masalah, Indentifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Merupakan landasan teoritis hukum Islam tentang nikah yang 

meliputi Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Tujuan Nikah, 

Rukun dan Syarat Nikah, Pengertian Pencatatan Nikah, Dasar Hukum 

Pencatatan Nikah, Tugas dan Wewenang Petugas Pencatatan Nikah 

dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Pengertian Isbat Nikah, 

Faktor yang Menyebabkan Isbat Nikah, Orang Yang Berhak 

Mengajukan Isbat Nikah dan Ketentuan Undang-Undang Mengenai 

lsbat Nikah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan 

No. 1 Tahum 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang 
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Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Menteri Agama Tahun 1975. 

BAB III : Merupakan data penelitian yang berisi Letak Geografis Wilayah 

Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Pengadilan Agama Surabaya, 

Wewenang Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi Tentang 

Penolakan Isbat Nikah karena Aleta Nikah tidak tercatat dalam Buku 

Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya dan Prosedur 

Pemeriksaan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam 

Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

BAB IV Merupakan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya 

yang berisi analisis terhadap dasar hukum hakim dalam menolak isbat 

nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA di 

Pengadilan Agama Surabaya dan Analisis Hukum Islam Terhadap 

Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Niah Tidak Tercatat dalam Buku 

Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

BAB V Merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM 

TENTANG PERNIKAHAN, PENCATATAN NIKAH DAN ISBAT NIKAH 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Nikah 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan la wan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga " pemikahan", 

berasal dari kata nikah ( c.LS'.:i ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 

sating memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( waf 1) kata .. nikah'. 

sendiri, sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk arti 

akad nikah. 

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 18 

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing 

ulama Fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai 

berikut : 

18 Abd. Rahman Ghazali , Fiqih M11nakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7-8 

19 
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a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan sebagai suatu akad yang berguna untuk 

memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai 

perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan 

kesenangan atau kepuasan. 

b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pemikahan adalah suatu akad 

dengan menggunakan lafad C. LS:; atau CJj yang menyimpan arti 

mewakili wathi artinya dengan pemikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya. 

c. Ulama Malikyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang 

mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak 

mewajibkan adanya harga. 

d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan 

menggunakan lafad C. LS:.;1 atau t:-Xi untuk mendapatkan kepuasan, 

artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 

perempuan dan sebaliknya. 19 

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pemikahan baru dianggap sah jika 

dilakukan dengan akad yang mencakup ijiib qabul antara wanita yang 

dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang 

19 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Selia, 1999), I 0-11 
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seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata 

berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.20 

2. Dasar Hukum Nikah 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga 

disuruh oleh Nabi. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 : 

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang !ayak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereku miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. "21 

3. Tujuan Nikah 

Tujuan nikah dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

20 Muhammd Jawad Mungniyah, Fiqih Lima Mazhab, Cet V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 
309 
21 Departemen Agama RI, Al Qur 'an dan Terjemahannya, 494 
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sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan yang diatur oleh syari'at.22 

Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga saklnah, 

mawaddah wa ral;mah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 

21: 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang. Sesungguhnya pada yanf demikian itu benar-benar terdapat tanda
tanda bagi kaum yang berfikir. "2 

4. Rukun dan Syarat Nikah 

Rukun Nikah terdiri atas: 

1. Calon mempelai laki-laki 

2. Calon mempelai perempuan 

3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawian. 

4. Dua orang saksi 

5. !jab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami 

22 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty. Cet.II, 
1986), 9-12 
23 Departemen Agama RI, Al Qur 'an Terjemah, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 572 
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Disamping itu Mahar harus ada dalam setiap perkawinan tidak 

termasuk dalam rukun, karena mahar tidak mesti disebut dalam akad 

perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad perkawinan itu 

berlangsung. 24 

Rukun dan syarat pemikahan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. 

Masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai 

berikut: 

1. Syarat-syarat kedua mempelai. 

a. Syarat-syarat pengantin pria 

I). Cal on suami beragama Islam. 

2). Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki 

3). Orangnya diketahui. 

4). Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. 

5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri dan tahu betul 

calon istrinya halal baginya. 

6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. 

7). Tidak sedang melakukan ihram. 

8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri . 

9). Tidak sedang mempunyai istri empat. 

24 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media, Cet.II, 2007), 6 1 
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b. Syarat-syarat colon pengantin perempuan: 

1) Beragama Islam atau ahli kitab. 

2) Terang bahwa ia wanita, bukan banci. 

3) Wanita itu tentu orangnya. 

4) Halal bagi calon suami. 

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 

iddah. 

6) Tidak dipaksa. 

7) Tidak dalam keadaan ihram atau umrah. 

2. Syarat-syarat l_jab qabii/ 

Perkawinan wajib dilakukan dengan /jab qabiil dengan lisan, bagi 

orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa 

dipahami. !jab dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya, 

sedangkan qabiil dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya. !jab 

qabu/ dilakukan didalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak lama 

diantara ijab dan qabUI. Dan masing-masing ijab dan qabUl dapat didengar 

dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Lafad yang 

digunakan untuk akad nikah adalah lafad nikah atau tazwfj. 
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3. Syarat-syarat wali 

Wali hendaklah seorang laki-laki, 

(tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi 

SAW.: 

"Tidak sah perkawinan tanpa wali. " 

Sedangkan urutan wali nikah menurut para Imam Madzhab, yaitu 

Imam Hanafi, Imam Maliki , Imam Syafi'i dan Imam Hanbali 

~ Menurut Imam Hanafi, antara lain: 

I . Anak laki-laki dan anaknya yang laki-laki ke bawah 

2. Ayah, kakek sampai keatas 

3. Saudara laki-laki sekandung seayah dan anak-anak mereka ke bawah 

4. Farnan sekandung dan paman seayah dan anak-anak mereka sampai 

kebawah 

Kemudian apabila wali nasab tidak ada maka hak perwalian pindah kepada 

wali hakim. 

~ Menurut Imam Maliki, antara lain: 

1. Hamba sahaya terhadap budaknya 

2. Ayah 

3. Orang yang sikasih wasiat Ayah 
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4. Anak laki-laki 

5. Saudara kandung seayah sampai kebawah anaknya 

6. Saudara kandung ayahnya yang laki-laki 

7. Kakek 

8. Paman, anaknya paman 

9. Bapaknya kakek 

10. Wali hakim 

26 

Apabila wali hakim taiadak ada maka setiap oarang mukmin laki-laki boleh 

menikahkannya. 

);.>- Menurut Imam Syafi'i, antara lain: 

I. Ayah 

2. Saudara laki-laki kandung 

3. Paman sampai keatas 

4. Kakek 

Apabila wali nasab tidak ada maka berpindah kepada wali hakim. 

);.>- Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, antara lain: 

1. Bapak 

2. Kakek 

3. Anak laki-laki saudara se kandung 

4. Sudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-lakinya saudara kandung 

6. Paman dan anak 
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Apabila wali nasab tidak ada maka berpindah kepada wali hakim. 25 

Wewenang wali dapat berpindah ke tangan hakim apabila; 1) Ada 

pertentangan di antara wali-wali, 2) Bilamana walinya tak ada dalam 

pengertian tidak adanya karena mati, hilang atau karena gaib. Bila datang 

laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh 

dan ia menerimanya. Tetapi tak seorangpun walinya yang hadir waktu itu, 

karena gaib sekalipun tempatnya dekat, tapi diluar alamat pihak perempuan. 

Maka siapakah yang akan menikahkanya? Dalam keadaan seperti itu hakim 

berhak mengaqadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau 

kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu. Hal 

seperti itu (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih 

lama. J ika perempuan dan laki-lakinya tak mau menanti . 26 

4. Syarat-syarat saksi 

Saksi menghadiri akad nikah, dua orang laki-laki, muslim, baligh, 

berakal, melihat, mendengar, serta mengerti atau faham akan maksud akad 

nikah.27 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah: 

a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempuma. Jadi 

kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur msing-masing pihak juga 

kematangan jiwa. Sebab untuk membentuk rumah tangga sebagai salah 

25 Wahbah Zuhaili, Al Fiqih Al Islam Wa 'adi//atuh, Juz IX ( Damaskus: Dar el Fikr, 1989), 6703 -6711 
26 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,(Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet I ,1981), 29 
27 Abd. Rahman Ghozaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 49-64 
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satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti 

yang diharapkan maka kedua belah pihak harus matang jiwa dan 

raganya. 

b. Berakal sehat. 

c. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua 

belah pihak. 

d. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang peria bukan termasuk salah 

satu macam wanita yang haram dikawini.28 

Dalam melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan oleh agama karena menyangkut sah atau tidaknya 

perbuatan tersebut dari segi hukum. 

5. \Vanita-wanita yang haram dinikahi 

Menurut syara' ada halangan yang bersifat abadai atau selamanya 

(mahram mu 'abbad) yang menyebabkan timbulnya larangan seorang wanita 

dinikahi oleh seorang pria. Sebab-sebab tersebut antara lain : 

a. karena hubungan darah 

b. karena hubungan susuan 

c. karena hubungan semenda 

d. karena hubungan li ' an. 29 

28 Ibid 30 
29 Ibid: 32 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



29 

B. Pencatatan Nikah 

1. Pengertian Pencatatan Nikah 

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak dijelaskan 

secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan pengertian itu 

dijelaskan dalam penjelasam umum yaitu dalam: Pasal 2 Ayat (2) 

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undangyang berlaku." 

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, ini merupakan syarat 

fonnil dalam perkavvinan dengn maksud sewaktu-waktu dapat digunakan 

sebagai bukti otentik sebuah perkawinan Syarat formil tersebut menyangkut 

fonnalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat 

dilangsungkan perkawinan syarat ini terdiri dari : 

a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pemikahan kepada 

pegawai pencatat nikah (selanjutnya disebut PPN) 

b. PPN kemudian memberitahu kepada pihak yang akan menikah, jika tidak 

ada yang keberatan maka PPN melaksanakan perkawinan menurut hukum 

agamanya dan kepercayaannya. 

c. Setelah perkawinan dilangsungkan maka wajib dicatatkan menurut 

perundang-undangan yang berlaku. 

Perundang-undangan yang berlaku dalam pasal tersebut adalah 

ketentuan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Pegawai Pencatat 
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Perkawinan (PPN) yang mempunyai kewenangan untuk mencatat setiap 

pemikahan. 30 

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah 

Yang menjadi dasar hukurn adanya pencatatan nikah ini ada dua macam 

menurut Syar'i dan Undang-Undang 

a. Menurut Syar' i diqiaskan dalam surat Al- Baqoroh ayat 282 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menu! iskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menu/is, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. 31 

Dijelaskan masalah jual beli clan hutang sangat diharuskan untuk 

dicatat dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil apalagi sebuah 

pemikahan yang merupakan ikatan perjanjian kuat dan suci maka 

30 Depag RJ, Pedoman Pegmvai Pencatat Nikah, 11 
3 1Departemen Agama Rl, Al Qur 'an Terjemah, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 59 
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pernikahan selaian harus di persaksikan oleh dua orang saksi yang adil 

harus pula dicatatkan oleh orang yang berhak mencatatnya yaitu Pegawai 

Pencatat Nikah 

b. Menurut Undang-Undang 

1) No.1tahun1974 tentang perkawinan. 

Pasal 2 ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang misalnya 

kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat atau akta resmi 

yang j uga dimuat dalam daftar pencatatan. 32 

2) Pcraturan Perncrintah No. 9 tahun 1975 tcntang pclaksanaan Undang-

undang No. I tahun 1974 disebutkan: 

Pasal 2 

Ayat (1): Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1854 tentang 
pencatatan nikah, talak dan rujuk. 

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu 
selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai 
pencatatan perkawinan. 

32 Undang-Uandang Perkawinan dan Kompilasi Hu/cum Islam ( Citra Media Wacana Cet I, 2008), 8 
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Pasal 6 

Ayat (1): Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan 
kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah 
syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak 
terhadap halangan perkawinan menurut Undang-Undang. 

Pasal 11 

Ayat (3): Dengan menandatangani akta perkawinan, maka 
perkawinan tercatat secara resmi. 

Pasal 12 

Akta perkawinan memuat: 
a. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat 

kediaman suamil isteri; Apabila salah satu atau keduanya pernah 
kawin disebutkanjuga nama isteri atau suami terdahulu 

b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka 
c. /::in sehagai dimaksud da/am pasa/ ayat 0). (3) , (4) dan (5) 

( /11du11g-[ !11cfw1g 

d /Jt.\pen.wsi sehagai dimaksud da/am pasu/ 7 uyat (2) ( :11Ju11g

Undang 
e. lzin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang 
f Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (I) Undang

undang 
g. l zin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Memteri Hankaml Pangap 

bagi anggota Angkatan Bersenjata; 
h. Perjanjian perkawinan apabila ada; 
i. Nama, umur, agamalkepercayaan, pekerjaan, dan tempat 

kediaman para saksi wali nikah bagi yang beragama Islam; 
j. Nama, umur, agamalkepercayaan, pekerjaan dan tempat 

kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang 
kuasa. 

Pasal 13 

Ayat (I) : Akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), helai pertama 
disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan 
oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat 
perkawinan itu berada. 
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Ayat (2) : Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan 
akta perkawinan. 33 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal JOO : Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan 
cara lain, melainkan dengan akta p erlangsungan 
perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register
register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur 
dalam pasal-pasal berikut. 

Pasal I 0 I : Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah 
ada, at au tel ah hi fang, at au harta p erkawinan tak ada di 
dalamnya; maka terserahlah pada pertimbangan hakim 
soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya 
perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami isteri 
jl!las nampaklah adanya. 34 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkawinan wajib dilakukan 

d1hadapan ~gawa1 pencatat nikah, p<;!ncatatan p(!rkawinan ttu udal-. lain scmata-

bersifat administratif saja agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum, 

berupa akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini 

adalah PPN. 

3. Tugas dan Wewenang Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah 

Tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah adalah hanya mengawasi 

nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

33 Sudarsono, Hu/cum Perkawi11a11 Nasional, (Jakarta:Rineka Cipta ,Cet 3 2007) , 318-321 
34 R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 23 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



34 

tidak memberikan kutipan Buku Pendaftaran talak dan kutipan buku 

pendaftaran cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai 

dan talak diselesaikan didepan pengadilan agama dan sekaligus mengeluarkan 

akta cerai talak dan cerai gugat bagi yang bersangkutan. 

Secara umum tugas dan wewenang PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah 

mencatat perkawinan yang dilangsungkan di wilayahnya yaitu: 

a. Membantu tugas dan pelayanan nikah dan rujuk 

Dalam menjalankan tugas ini PPN di bantu P3N (Pembantu Pegawai 

Pencatat Nik.ah) bertugas dalam hal mengantarkan anggota masyarakat yang 

hendak menikah ke KUA di wilayahnya dan mendampinginya dalam 

pcmcriksaan nikah dan rujuk . 

b. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. 

Pembinaan kehidupan beragama Islam kepada masyarakat desa secara 

intensif demi tercapainya masyarakat desa yang sadar hukum terutama 

hukum Islam. 

Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan PMA No. 

11/2007 Bab.1 Pasal 1 dijelaskan: 

"Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah: anggota 
masyarakat yang diangkat oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten I Kata 
untuk membantu tugas-tugas PPN di desalkelurahan tertentu. " 

Syarat untuk menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah: 

1. Warga negara RI 
2. Beragama Islam 
3. Memahami syari'at Islam 
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4. Setia kepada pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI serta tidak 
pernah terlibat gerakan yang menentangnya. 

5. Berakhlak mulia/ berkelakuan baik . 
6. Tidak pernah dipanjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap 
7. Berusia 25-56 tahun 
8. Lulus sekurang-kurangnya MA atau sederajat. 
9. Lulus testing yang diadakan oleh Depag Kabupaten I Kota. 

Tugas pokok dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah: 

I. Mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke KUA yang 
mewilayahinya dan mendampingginya dalam pemeriksaan dan pelaksanaan 
nikah dan rujuk. 

2. Membantu Penghulu /Kepala KUA dalam hal pelayanan nikah dan rujuk. 
3. Melakukan pembinan kehidupan beragama Islam di desa/ kelurahan, termasuk 

membantu Badan Kesejahteraan Masj id (BKM), Taman Pendidikan Al
Qur' an (TPQ), Majelis Taklim, Penasehat BP4, keluarga sakinah, Produk 
halal, Ibadah sosial, Hisab rukyat, Zakat dan Wakaf. 

Pernbantu Pegawa1 Pencatat N1kah t1dak berwenang menandatangant al-ta 

nikah, buku nikah dan duplikatnya, buku pendaftaran rujuk dan duplikatnya, 

Penandatanganan dokumen tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab 

Penghulu. 35 

C. ISBAT NIKAH 

1. Pengertian Isbat Nikah 

Isbat nikah berasal dari dua kata, yakni kata isbat dan kata nikah. 

35 Asyhuri, Kebijakan Departemaen Agama Tentang Pemba11t11 Pegawai Pencatat Nikah, ( Surabaya: 
Departemen Agama2009 ), 6-9 ' 
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Kata isbat berasal dari isim masdar dari bahasa arab asbata, yusbitu, 

isbatan yang artinya penetapan. 36 

Istilah isbat sudah menjadi bahasa Indonesia menurut Ahmad Warson 

Munawwir, isbat adalah penetapan, pengukuhan. 37 

Peter Salim mengartikan isbat nikah adalah penetapan kebenaran nikah. 

Dalam kamus besar Indonesia " Isbat" diartikan dengan penyungguhan. 

yaitu berupa penetapan tentang( keabsahan) nikah atau menetapkan sesuatu38
. 

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwasanya perkawinan itu dianggap sah 

apabila mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan perlindungan 

hukum maka harus mematuhi aturan yang telah ditentukan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dijelaskan: 

.. /Ju/um lwl pakmn11c111 11cluk clupar J1h11k11ku11 dt!11ga11 akra 111kult. 
dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama . .. 

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Isbat Nikah 

Tidak adanya kutipan akta nikah bagi pasangan suami isteri menjadi 

faktor pertama penyebab terjadinya permohonan isbat nikah. Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
(b) Hilangnya Akta Nikah . 
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

36 Rusyadi dan Hanafi, Kamus Indonesia Arab, 827 
37 Munawir, Ahmad Warson, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 124 
38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, 443 
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(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terlakunya Undang-Undang 
No. 1tahun1974 

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut undang-undang No. 1tahun1974 

3. Orang Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah 

Bagi orang-orang yang telah menikah secara sah berdasrkan Undang-

undang No 1 Tahun 1974 yaitu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah.tetapi tidak mempunyai kutipan akta nikah karenarusk,hilang atau 

terbakar meminta duplikatnya ke Kantor Urusan Agama yang berwenang 

mengeluarkanya. Apabila KUA tidak dapat membuatkanya disebabkan buku 

register rusak atau tidak diketemukan dalam buku register, maka jalan satu-

satunya untuk mendapatkan akta nikah ialah kepengadilan 

Orang-orang yang berhak mcngajukanisbat nikah ke Pengadilan Agama 

adalah sebagi berikut: 

"Yang berhak mengajukan isbat permohonan isbat nikah ialah suami, 
isteri, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan. " 

D. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Isbat Nikah 

1. Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 2 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau misaqon ghalidzah untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.. 
Pasal 4 
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Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum is/am sesuai 
denganpasal 2 ayat (I) Undang-Undang No.i tahun 1974 tentangperkawinan 
Pasal 5 
Ayat (I) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat is/am 

setiap perkawinan harus di catat 
Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam undang
undang No 22 tahun 1946jo undang-undang No32 tahun 1954 

Pasal 7 
Ayat (2) 

Ayat (3) 

"Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 
dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. " 
!sbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a) Adanya perkawinan da!am penye!esaian perceraian 
b) Hi!angnya akta nikah 
c) Adanya keraguun rentang suh atau tidaknya sa!ah satu syarat 

pernikahan 
d) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang

Undang No. I Tahun 1974 dan, 
e) Perkaw inun yang clr/akukun n/eh mercka yang I idak 

mc!mp1111yc11 h<1lcmgun pak<J\1111<111 111en11r111 l ·1 · .\'u. / /~ 1h1111 

197-1. 
Ayat (-1) " Yang berhak mengajukan permohuna11 isbat 111kah w!ah suami 

atau istri, anak-anak mereka, wa!i nikah dan pi/wk yang 
berkepentingan dengan perkawinan itu. " 39 

2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2: 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Perkawinan adalah sah apabi!a dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang
undangan yang ber!aku. 40 

39 Unda11g-Undang Perkawinan dan Kompilasi Huk:um Islam, (Citra Media Wacana. Cet 1, 2008), 
430-43 l 
40 U11da11g-U11da11g Perkawi11a11 dan Kompilasi Hukum Islam, cet.I, Citramediawacana, 2008, 431-432 
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3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang No.1 tahun 1974 disebutkan: 

Pasal 2 

Ayat (I): Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang No. 32 Tahun 1854 tentang pencatatan nikah, talak dan 
rujuk. 

Ayat (2) : Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama 
Islam, dilakukan of eh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor 
catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang
undangan mengenai pencuwtan perkawinun. 

Pasal 3 

Ayat (/) Setiap orang yang okun melrmgsu11gka11 perkawinan 

Pasal 4 

Pasal 6 

memht!ntahukun keht•nduknyu lfu pudu f't'Y,ll\nn /1t' llt utut d1 
tempat pakuw111w1 ukun clilu11gsw1gku11 

"Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon 
mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya ". 

Ayat (I) : "Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat 
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhadap halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang". 

Pasal 11 

Ayat (1) Sesaat telah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan pasal I 0 peraturan pemerintah ini kedua 
mempelai menendatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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Ayat (2) Akta perkawinan yang telah ditandatanganioleh kedua saksi dan 
pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut islam,ditandatangani pula 
oleh wali nikah atau mewakili. 

Ayat (3): Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan 
tercatat secara resmi. 

Pasal 12 

Akta perkawinan memuat: 
a. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman 

suamil isteri; Apabila salah satu atau keduanya pernah kawin 
disebutkanjuga nama isteri arau suami rerdahulu 

b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka 
c. lzin sebagai dimaksud dalam pasal ayat (2), (3). (-1) dan (5) Undang-

Undang 
d. Dispensasi sebagai dimaksud da/am pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 
e. lzin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang 
f Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang 
g. /::in dari Pejabat yang ditw1/11k u/eh .\ femteri Honkam . Prmgap hagi 

anggota A11gka1w1 8ast'l l)cJf<1 : 

h. Perjwljran pcrkmn11w1 apahrla wlu: 
i. Nama, umur, agama,.kepercayaan, peke1Jaan, dan tempat kedwman 

para saksi wali nikah bagi yang beragama Islam; 
j. Nama, umur, agamal kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 

kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Pasal 13 

Ayat (I): Akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan 
oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh panitera 
pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu 
berada. 

Ayat (2): Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan. 41 

41 Sudarsono, Hu/mm Perkawinan Nasional, (Jakarta:Rineka Cipta ,Cet 3 2007), 318-321 
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4. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975 

Pasal 7 

"Pegawai pencatat nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan 
kehendak nikah memerikasa ca/on suami, calon istri dan wali nikah, 
tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan 
baikhalangan kerena melangar hukum munakahat atau melangar 
peraturan perundang-undagan tentang perkawinan ". 

Pasal 39 

1. Apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku 
pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hi/ang atau rusak 
padahal diperlakukan untuk pengesa/wn pcrkowman maka orang yang 
bersangkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu 
mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi 
kesulitan ketika terjadi perceraian. 

2. Untuk mendapatkan duplikat ticlok clip11ng11t liiaya kecutJli wlll kete11t11tm 
lain. 

3. Dup/ikat surat-surat harus c/1h11h11h1 mutaur mt•1111r111 /h'rtJllmm ycm,l!. 
ber/aku. 

4. Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat 
duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena 
sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk 
harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama. 42 

42 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet.ll, 1996), 71 -72 
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BAB ill 

PENOLAKAN ISBAT NIKAH KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT 

DALAM BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

A. Letak Geografis Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya 

Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di Kota Surabaya, Ibukota 

Propinsi Jawa Timur, berada di wilayah Kelurahan Ketintang termasuk dalam 

Kecamatan Ketintang. Tepatnya terletak di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 

Surabaya. 43 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahun 1945, 

Pengadilan Agama dibentuk dengan disponsori oleh tokoh Ulama' di Surabaya 

berdasarkan Staatblaad No. 152 tahun 1882 Jo Staathlaad !'lo 1 16 dan :-.:o 61 U 

tahun 1937. 

Secara geografis Pengadilan Agama Surabaya terletak pada 112° 45' - 112° 

46' BT dan 7° 15' - 7° 17' LS. Sementara dalam menjalankan fungsinya sebagai 

badan peradilan, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh 

wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya yang terdiri dari: 5 Wilayah Pembantu 

Walikota Surabaya dengan 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga 

dan 8.005 Rukun Tetangga. 

43 http:\\www.pa-surabaya.go.id, e-mail: info@pa-surabaya.go.id 

42 
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B. Struktur Pengadilan Agama Surabaya 

Struktur Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari Pimpinan, Hakim 

Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Staf-staf. Pimpinan Pengadilan Agama 

Surabaya terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Ketua dijabat oleh Cholidul Azhar, 

SH, M.Hum, dan Wakil Ketua dijabat oleh Drs. H. Mu'ayyad, SH. 

Susunan organisasi sekretariat dan kepaniteraan di Pengadilan Agama 

Surabaya sebagai berikut: 

1. Panitera I Sekretaris 

2. Wakil Panitera 

3. Wakil Sekretaris 

: Bustami, S.H. 

: As'ad Kurmen, S.Ag. 

: Junus Soesanto, S.H. 

4. Panitera Muda Permohonan : Siti Suriya. S.H. 

5. Panitera Muda Gugatan : Ora. Sri Prat iwiningrum 

6. Panitera Muda Hukum : Syarif Hidayat, S.H. 

7. Kasub. Bagian Kepegawaian : Moh. Nurholis, S.H. 

8. Kasub. Bagian Keuangan : Aryl Zabarespaty, S.E. 

9. Kasub. Bagian Umum : Harudin; dan 

10. Staf- Staf. 

Sejwnlah hakim anggota yang tergabung dalam Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Surabaya diantaranya: 

1. Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H, M.H. 

2. Dra. Hj . Suryawati Pasaribu, M.H. 
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3. Drs. H. Akmad Bisri Mustaqim, M.H. 

4. Drs. H.M Syafi'ie Thoyyib, S.H, M.H. 

5. Drs. H.M Turchan Badri, S.H, M.H. 

6. Drs. H Muhtarom, S.H. 

7. Drs. M. Nurkhan, S.H. 

8. Drs. Sulaiman, M.Hum. 

9. Drs. Nyamin Daulay, S.H. 

C. Wewenang Pengadilan Agama Surabaya 

Berdasarkan UU No. 7 Th. 1989 jo UU No. 3 Th. 2006, maka kekuasaan 

dan kewenangan Peradilan Agama memeriksa. memutus dan mcm·clesaikan 

perkara antara orang yang beragama Islam di bidang pcrn1kahan. talah.. ru.1ul- . 

namun juga masalah kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah. 

Pengadilan Agama Surabaya adalah salah satu pengadilan yang ada di 

Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Surabaya, khususnya 

bidang hukum perdata. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, yang menyebutkan : 

"Pengadilan Agama Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: 
a) perkawinan 
b) waris 
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c) wasiat 
d) hibah 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

wakaf 
zakat 
infaq 
shodaqoh,dan 
ekonomi syari' ah." 

Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan: 

Ayatl 

45 

"Dalam ha! terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa 
tersebut harus diputus lebih dahulu o!eh pengadilan dalam lingkungan 
Pengadilan Umum ". 

Ayat2 
"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. obyek 
sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara 
sebagaimana dimaksud da/am pasal 49 ". -1-1 

Dengan demikian, Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan pcraturan 

perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis 

perkaranya, yaitu: 

1. Sengketa perkawinan 
a. Izin beristeri lebih dari seorang 
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 

21 tahun, dalam halo rang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat 

c. Dispansasi perkawianan 
d. Pencegahan perkawinan 
e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah 
f. Pembatalan perkawinan 
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isreri 
h. Perceraian karena talak 

44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Peradilan Agama. 
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1. Gugatan perceraian 
J. Penyelesaian harta bersama 
k. Penguasaan anak-anak 

46 

1. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertangguang jawab tidak mematuhinya 

m. Penentuan kewajiban menberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri 

n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak 
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua 
p. Pencabuatan kekuasaan wali 
q. Penunjukan orang lain sabagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut 
r. Penunjukan seorang wali dalam ha! seorang anak yang belum cukup 

umurl 8 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya 
s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 

bawa kekuasaanya 
t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengankatan anak 

berdasarkan Hukum Islam 
u. Putusan tentang hal penolakan pemberian untuk melakukan perkawinan 

campuran 
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sehelum l lndant:

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pcrkamnan dan d1_1al an k.an 
menurut peraturan yang lain 

2. Sengketa Waris 
a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris 
b. Penentauan mengenai harta peniggalan 
c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan 
d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan 

pengadialan atas permohonan seseorang tantang siapa yang menjadi ahli 
waris, penentuan bagi masing masing ahli waris. 

3. Sengketa Wasiat 
4. Hibah 
5. Wakaf 
6. Zakat 
7. Infaq 
8. Shodaqoh 
9. Sengketa perekonomian syari'ah, meliputi: 

a. Bank syari ' ah 
b. Lembaga keuangan mikro syariah 
c. Asuransi syari ' ah 
d. Reasuransi syari 'ah 
e. Reksadana syari' ah 
f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari ' ah 
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g. Sekuritas syari'ah 
h. Pembiyaaan syari'ah 
L Pengadaian syari' ah 
J. Dana pensiaun lembaga keunagan syari' ah, dan 
k. Bisnis syari'ah.45 

D. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama 

47 

Surabaya Nomor: 

178/Pdt.P/2008/PA.Sby Tentang Penolakan lsbat Nikah Karena Akta Nikah 

Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA 

Dalam duduk perkara isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam 

buku register KUA pemohon berdasarkan dengan surat permohonannya tanggal 

02 Mei 2008 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Surabaya pada 

tanggal 02 Mei 2008 Nomor:34/Pdt.P/2008/PA.Sby Pemohon telah 

mengemukakan keterangan dimuka sidang sebagai bcrikut: 

Perkara isbat nikah diajukan oleh Pemohon I Santoso bin Raharjo (bukan 

nama asli), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di 

jalan Sememi Jaya Gag IX No 21 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran 

Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon II Wahyu Ningsih binti Haryono 

sebagai pemohon II ( bukan nama asli), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjajan 

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tambak Wedi baru No 17 Kelurahan 

tambak Wedi Kecamatan Kenjeran. Adapun alasan-alasan permohon 

mengajukan isbat nikah adalah: 

45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 
2008), 91-93 
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1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah 

melangsungkan pemikahan di Wilayah KUA kerembangan Kota Surabaya 

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 

dengan wali Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oeh dua saksi yaitu: 

Salim dan Suyono. 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai layaknya 

suami istri . 

3. Pemohon I Pemohon II tersebut dikaruniai seorang putri umur 2 tahun 

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II te(sebut sudah pemah 

mendapatkan akta nikah tetapi setelah di Cek di KUA Kee. Kerembangan 

Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam huku 

register KUA. 

5. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan 

memeriksa para Pemohon dan suaminya, selanjutnya menjatuhkan putusan 

sebagaiberikut: 

1 ). Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II 

2). Menyatakan sah perkawinan pemohon I ( Santoso bin Raharjo ) dengan 

pemohon II ( Wahyu Ningsih bin Haryono) yang nikahnya dilaksanakan 

di Wilayah KUA Kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin Rp 

50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dengan wali ayah kandung Pemohon II 

3). Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil

adilnya. 

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, 

Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dinasehati oleh 

Majelis Hakim agar tidak mengajukan Permohonan Isbat Nikah, namun Pemohon 

I dan Pemohon II telah menghadap Pejabat KUA teryata kutipan akta nikah 

tersebut tidak terdaftar di dalam buku register yang ada di KUA, lalu Majelis 

Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan 

oleh pemohon. 

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil

dal ii nya telah rnenunjukkan buk.ii-bukti didepan sidang yaitu : 

I. Bukti Surat Bertanda: 

a. Foto Copy Surat Pengantar dari Kelurahan Tambak Wedi, Kota Surabaya 

tertanggal 28 Mei 2008 ditanda tangani (P.1). 

b. Foto Copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermaterai 

cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.2) 

c. Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya 

tanggal 28 Mei 2008 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda 

tangani (P.3) 
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2. Bukti Dua Orang Sakti Masing-Masing : 

a. Nama Sunoyo bin Ariyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS 

(Dep Kes) bertempat tinggal di Semampir Jaya Gg.IX NO 26 Surabaya di 

bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

sebagai tetangga. 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 

dan telah dikaruniai 1 orang anak tidak pemah bercerai. 

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah kawin secara Islam, dan 

sewaktu akan menikah saksi tahu sendiri namun yang menjadi wali 

pada saat itu saksi tidak tahu. 

- Bahwa saksi tahu pada saat pemikahan ada penyerahan mahar dan ada 

dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani . 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya. 

b. Nama Salim bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta 

bertempat tinggal di Tambak Wedi Baru gang 17 no. 12, Kenjeran kota 

Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

sebagai kakak ipar dari Pemohon 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 

dan telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pemah bercerai 
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- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah kawin secara Islam dan 

waktu itu saya menjadi saksi yang menjadi wali hakim karena ayah 

Pemohon II tidak datang, statusnya jejaka dan perawan waktu kawin 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya. 

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang 

menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau 

bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim 

untuk segera dibacakan penetapannya. 

Menimbang bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam 

berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini. 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon 11 adalah seperti tersebut diatas. 

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah 

Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005 

Pemohon I dan Pemoohon II telah melangsungkan Pemikahan di Wilayah 

KUA Krembang Kota Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 

50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan Wali Ayah kandung Pemohon II 

dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bemama SALIM dan 

SUYONO, selanjutnya telah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II 

pemah memperoleh buku nikah, namun buku nikah tersebut telah dicocokkan 

dengan buku Register yang ada di KUA temyata tidak terdaftar sedangkan 
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Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan 

tersebut untuk pengesahan pemikahan. 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon 

disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) juga telah 

mengadirkan 2 ( dua) orang saksi masing-masing bemama SUYONO dan 

SALIM, keterangan mana dengan dibawah sumpahnya telah disampaikan di 

depan sidang secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas. 

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Para Pemohon 

menyatakan bahwa memang ada akad nikah dan yang menjadi wali pada saat 

itu adalah wali hakim karena orang tua Pemohon II tidak ada karena di luar 

Kota dan tidak ada Taukil Wali. 

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA) tidak 

ada berkas permohonan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan 

tidak ada penunjukan Wali Hakim dan dalam buku nikah tersebut sebagai 

kepala KUA bukan yang tercantum dalam Akta Nikah Pemohon I dengan 

Pemohon II dan Kepala KUA tidak pemah menikahkan Pemohon I dengan 

Pemohon II. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak. 

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 

ayat (2) angka 22 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang

Undang Nomor: 3 Tahun 2006, perkara permohonan Pengesahan nikah 
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adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 

89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Pemohon. 

Mengingat semua peraturan di dalam perundang-undangan yang berlaku 

dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

Majelis Peangadilan Agama Surabaya Nenetapkan : 

a. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

b. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya 

dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam 

ribu rupiah)46 

E. Prosedur Pemeriksaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Karena 

Akta :\ikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA 

Tahap-tabap Pemeriksaan Perkara 

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan, Panitera melakukan penelitian 

terhadap kelengkapan berkas perkara. Panitera tersebut disertai dengan memuat 

resum tentang kelengkapan berkas perkara lalu berkas perkara beserta resum 

tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan dengan disertai syarat-syarat 

cukup dan siap untuk disidangkan berdasarkan resum dan saran tersebut Ketua 

Pengadilan Agama mengeluarkan menetapkan menunjukkan Majelis Hakim 

(PMH) yang menunjuk Hakim Ketua dan Anggota Majelis yang akan memeriksa 

perkara. 

46 Salinan Penetapan No: 178/Pdt.P/2008/PA.Sby 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



54 

Selanjutnya berkas perkara peserta penetapan P:tvfH diserahkan kepada 

Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk untuk mempelajarinya berdasarkan P:tvfH 

tersebut Ketua Mejelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang 

menetapkan kapan hari/tanggal/jam sidang pertama akan dimulai berdasarkan 

PHS Juru sita atau juru sita pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak ke muka sidang menurut 

hari/tanggal/jam/tempat yang telah ditentukan di dalam PHS tersebut. 

a. Tahap Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya 

Pengajuan perkara atas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama 

Surabaya dapat diterima permohonan isbat nikah pemohon melalui pengajuan 

surat pennohonan ishat nikah adapun dalam pengaduan surat permohonan 

ishat nikah tersebut pcmohon harus mengemukakan maksud dan alasan

alasannya. 

Sebagaimana pengaJuan isbat nikah di Pengadilan Agama perkara 

nomor: l 78/Pdt.P/2008/P A.Sby atas nama Santoso bin Raharjo ( bukan nama 

asli), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Wahyu Ningsih binti 

Haryono (bukan nama asli), umur 22 tahun, agama Islam, pekerjajan Thu 

rumah tangga. Adapun alasan-alasan permohon mengajukan isbat nikah 

adalah: 

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah 

melangsungkan pemikahan di Wilayah KUA kerembangan Kota 

Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh 
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ribu rupiah) dengan Wali Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 

dua saksi yaitu: Salim dan Suyono. 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai 

layaknya suami istri. 

3. Pemohon I Pemohon II tersebut dikaruniai seorang putri umur 2 tahun. 

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah pemah 

mendapatkan akta nikah tetapi setelah di Cek di KUA Kee Kerembangan 

Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam buku 

register KUA. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa, mengadili dan 

rncnjatuhkan keputusan sebagai berikut: 

Petitum Primer 

1 ). Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II 

2). Menyatakan sah perkawinan pemohon I ( Santoso bin Raharjo ) dengan 

pemohon II ( Wahyu Ningsih bin Haryono) yang nikahnya dilaksanakan di 

Wilayah KUA Kerembangan Kota Surabaya dengan mas kawin Rp 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan Wali Ayah Kandung Pemohon II 

3). Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam subsidemya mohon perkara ini diputus seadil-adilnya. Dengan 

menimbang bahwa dengan menimbang bahwa dalam persidangan yang telah 

ditentukan pemohon hadir di persidangan kemudian dinasehati oleh Majelis 
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Hakim agar tidak mengajukan permohonan isbat nikah namun Pemohon I dan 

Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya dipertahankan oleh pemohon 

dengan menambahkan keterangan bahwa permohonan isbat nikah tersebut 

untuk bukti pemikahan dan keabsahan perkawinan agar mempunyai kepastian 

hukum yang jelas. 

b. Tahap Pemeriksaan Isbat Nikah 

Pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya 

dilaksanakan oleh satu Tim Majelis yang terdiri dari seorang Ketua Majelis, 

dua orang Hakim Anggota dan didampingi oleh seorang Panitera pengganti 

dalam memulai pemeriksaan terlebih dahulu hakim menyatakan identitas para 

pihak. umur. pekerjaan, dan tempat tingga l. 

Perncriksaan persidangan Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan 

mengadili perkara perdata nomor: l 78/Pdt.P/2008/P A.Sby dilaksanakan pada 

hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 dengan perkara permohonan keabsahan 

pemikahan (isbat nikah) susunan persidangan terdiri dari tiga hakim, Drs. H. 

AKHMAD BISRI MUSTAQIM BADRI, MH, selaku Ketua Majelis dan 

Drs.H.M. SY AFI' IE THOYYIB, SH.MHI dan Drs. H.M. TURCHAN 

BADRI, SH.MH sebagai Hakim Anggota didampingi oleh KHOLID 

DARMA WAN, SH sebagai Panitera Pengganti. 

Setelah persidangan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan II setelah 

persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, 

maka pihak yang berperkara dipanggil di ruang sidang kemudian persidangan 
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untuk perkara ini dinyatakan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2008 yang 

telah terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian majelis Hakim 

melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara. 

Hakim membawa surat permohonan isbat nikah pemeriksaan perkara 

diteruskan dengan Hakim menanyakan pokok perkara memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyiapkan segala 

sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui Hakim, seperti mengajukan 

saksi dan memberikan barang bukti untuk meyakinkan Hakim. 

c. Tahap Pembuktian Isbat Nikah 

Pada tahap ini pemohon isbat nikah diberikan kesempatan untuk 

m~ngajukan buktt-bukti baik bcrupa saks1 da ri P.>0: dan bukt1. pcmohon bisa 

mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. 

Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon 

dimuka sidang untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa itu 

sungguh telah terjadi, Hakim meminta pemohon untuk memberikan 

keterangan-ketarangan disertai bukti yang berhubungan dengan pemikahan 

terse but. 

Setiap perkara harus dibuktikan adanya kebenaran pernikahan dalam ha! 

m1 kebenaran yang dicari adalah kebenaran secara formil berarti harus 

memenuhi data-data bukti yang sah sesuai dengan hukurn syar'i. 
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Di dalam perkara nomor: 178/Pdt.P /2008/P A. Sby, pemohon 

mengajukan bukti surat berupa: 

a) Foto Copy Surat Pengantar dari Kelurahan Tambak Wedi, Kota Surabaya 

tertanggal 28 Mei 2008 ditanda tangani (P. l) 

b) Foto Copy Aleta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermaterai 

cukup cocok dengan aslinya ditanda tangani (P.2) 

c) Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya 

tanggal 28 Mei 2008 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanda 

tangani (P.3) 

Dalam proses pembuktian pemohon mengajukan dua orang saksi, 

masing-rnasing hernama: 

1) Nama Sunoyo hin Anyadi, umur 43 tahun. agama Islam. pek~rJaan PNS 

(Dep Kes) bertempat tinggal di Semampir Jaya Gg.IX NO 26 Surabaya di 

bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

sebagai tetangga 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 

dan telah dikaruniai 1 orang anak tidak pemah bercerai 

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sudah kawin secara Islam, dan 

sewaktu akan menikah saksi tahu sendiri namun yang menjadi wali 

pada saat itu saksi tidak tahu 
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- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan ada penyerahan mahar dan ada 

dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya. 

2) Nama Salim bin Hartono, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta 

bertempat tinggal di Tambak Wedi Baru gang 17 no. 12, Kenjeran kota 

Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena 

sebagai kakak ipar dari Pemohon 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2005 

dan telah dikaruniai I orang anak dan belWTI pernah bercerai 

- Bah\\ a l'cmohon I dcngan Pcmohon I I sudah kawrn secara Islam dan 

waktu itu saya menjadi saksi yang menjadi wali hakim karena ayah 

Pemohon II tidak datang, statusnya jejaka dan perawan waktu kawin 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya. 

Apabila semua bukti telah diungkapkan dan sesuai hukum syar'i maka 

Hakim benvenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa. 

Apabila data bukti dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang 

disengketakan maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang Iengkap dan 

sempurna. 
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d. Tahap Penetapan Isbat Nikah 

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Surabaya sejalan dengan 

hukum Islam menimbang pengakuan Pemohon beserta alat bukti dan 

keterangan Saksi juga berdasarkan dalil-dalil yang ada kesemuanya dianggap 

benar adanya. 

Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon sangat 

memerlukan bukti pernikahan untuk mengurus pengesahan perkawinan. 

Pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan yaitu 

calon mempclai laki-laki , perempuan, wali, saksi, Ijab qablll dan mahar tidak 

ada hubungan mahram baik sementara ataupun selamanya akan tetapi buku 

nikah pemohon tidak tcrcatat dalam buku register KUA dan tidak ada berkas 

pcnnohonan ixrnikahan Pcrnohon I dan Pernohon II JUga tidak ada 

penunjukan Wali Hakim dalam buku nikah tersebut sebagai kepala KUA 

bukan yang tercantum dalam akta nikah Pemohon I dan Pemohon II Kepala 

KUA juga tidak pernah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk 

menikahkan pada waktu akad nikah wali tidak datang karena berada di luar 

kota dan tidak ada taukil wali pemohon mengunakan wali muhakam (kyai) 

yang mengaku-ngaku wali hakim . 

Setelah melakukan pemeriksaan dan pembuktian maka Hakim 

mengadili dan menetapkan perkara sebagai berikut : 

a. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
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b. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya 

dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.000. 

Demikian penetapan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, Drs. H. 

Akhmad Bisri Mustaqim Badri, MR, selaku Ketua Majelis dan Drs.H.M. 

Syafi'ie Thoyyib, SH.MRI dan Drs. H.M. Turchan Badri, SH.MR sebagai 

Hakim Anggota didampingi o!eh Kholid Darmawan, SH sebagai Panitera 

P . -17 enggant1. 

47 Salinan Penetapan No: l 78/Pdt.P/2008/P A.Surabaya 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH 

KARENA AKTA NIKAH TIDAK TERCATAT DALAM 

BUKU REGISTER KUA DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA 

A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Menolak Perkara lsbat 

Nikah karena Akta Nikah Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di 

Pengadilan Agama Surabaya 

Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mengetahui dengan jelas 

fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut, maka dari itu Majelis 

Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus rnenemukan fakta atau peristiwa 

yang terungkap dari para r<:mohon sena alat-alat bukti yang diajukan okh para 

pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan para pihak 

yang berperkara kurang Iengkap, maka Majelis Hakim dapat menolak 

permohonan pemohon berdasarkan dasar-dasar hukum yang benar. 

Pamerintah mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan dalam buku 

nikah atau akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan. Sebagaimana dijelaskan 

bahwa akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu, dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan, 

62 
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baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentinagan, di tempat dimana 

pejabat berwenang menjalankan tugasnya. 48 

Sehingga apabila perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan 

yang berlaku, maka perkawinan dianggap tidak sah dan apabila ada perkawinan 

pada waktu pelaksanaannya masih diraguk:an tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan maka pemerintah memberi jalan keluar agar perkawiaan 

disahkan melalui isbat nikah. 

Seperti kasus pennohonan isbat nikah perkara No. l 78/Pdt.P/2008/P A. Sby 

Di sini dideskripsikan. Santoso bin Raharjo sebagai Pemohon I dan Wahyu 

Ningsih binti Haryono sebagai Pemohon II, mengajukan permohonan isbat nikah 

untuk pengesahan pcrkawinan . 

Pokok pem1asalahan <lalam ('X'.rkara 1n1 a<lalah l\;mohon I <lc:ngan 

Pemohon II te lah menikah pada tanggal 2 1 Agustus 2005. Pemohon I dan 

Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Wilayah KUA Krembangan 

Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu 

rupiah) dengan Wali Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama SALIM dan SUYONO. Selanjutnya antara 

Pemohon I dan Pemohon II pernah memperoleh buku nikah, namun bulcu nikah 

tersebut setelah dicocokkan dengan buku Register yang ada di KUA ternyata 

48 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 
2008), 148 
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tidak terdaftar, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan 

bukti pemikahan tersebut untuk pengesahan pemikahan. 

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon disamping mengajukan 

bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) juga telah menghadirkan 2 (dua) 

orang saksi, masing-masing bemama SUYONO dan SALIM. 

Di dalam persidangan, saksi Para Pemohon menyatakan bahwa memang 

ada akad nikah dan yang menjadi wali pada saat itu adalah wali hakim, karena 

orang tua Pemohon II tidak hadir karena berada di luar Kota dan tidak ada 

taukil wali. 

Menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA), tidak ada berkas 

permohonan pemikahan antara Pcmohon I dengan Pcmohon II dan tidak ada 

penunjukan Wali Hakim . Dalarn buku mbh 1cr~t:bu1. st:baga1 kt:pala KUA bukan 

yang tercantum dalam ak1a nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan Kepala 

KUA tidak pemah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan 

Pemohon I dengan Pemohon II. 

Meskipun Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan untuk dapat 

dikabulkannya permohonan isbat nikah yang mereka ajukan, hakim tidak dapat 

memutuskan perkara begitu saja, melainkan juga harus mempertimbangkan alat

alat bukti yang memperkuat alasan Pemohon. Pertimbangan Hakim merupakan 

pertimbangan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu 

perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan 

Pengadilan Agama yang berwenang. 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



65 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka 

permohonan isbat nikah Pemohon ditolak, karena Pemohon I dan Pemohon II 

melakukan pernikahan tidak di hadapan I dibawah pengawasan pegawai pencatat 

nikah dan menyalai aturan tentang Wali Hakim. 

Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, yaitu: 

1. Melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 10 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan 

pegawai pencatat nikah yang berwenang. 

2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

yaitu tanpa dicatat I tidak punya akta nikah .·1" 

3. Melanggar kerentuan Pasal I a~·at (I) ,in Pasal 2 a~·at (I) Peraturan Menteri 

Agama No. I Tahun 1952 t1.:tang ''ali haf-.im Pa~al 2.:; a\al t I 1 Jan t21 

Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan : 

I. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adal a/au enggan. 

2. dalam ha! wali adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setefah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 
tersebut 

Majelis Hakim menetapkan batalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2005, antara Santoso dan Wahyu 

Ningsih, karena pernikahan dilaksnakan bukan dengan Wali Nasab atau Wali 

Hakim pemohon mengunakan wali yang mengaku-ngaku Wali Hakim yaitu wali 

49 Tata Taufiqurrahman, Isbat Nikah dengan Nikah Massa!, (Makalah: Isbat nikah dan 
Permasalahannya, 2010), 6 
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Muhakam dari tokah masyarkat setempat dan tidak ada taukil wali dari orang tua 

pihak perempuan ini sesuai apa yang dijelaskan: 

Undang-Undang Perkawinan No.I Tahun 1974 

Pasal 26 ayat (1) tentang batalnya perkawinan apabila: 

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang 

tidak berwenang. Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri dua orang saksi." 

Juga di perkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 (e) 

"Suatu perkawinun dapur di hurulkun upahilu perkuwinan dilangsungkan 

atau dilaksankan oleh wali yang tidak berhak. " 

Dari hasil wawancara dengan I lakim Yang rnemutuskan dalam perkara 

mt agar ixmikahan Pemohon I dan Pemohon 11 :-ah maka harus mt:lakukan 

pemikahan ulang yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan seperti adanya 

calon mempelai suami, isteri, wali, dua orang saksi, f.jab qobul disamping itu 

harus ada mahar dan dicatatkan dalam buku register KUA agar di terbitkan akta 

nikah. karean adanya akta nikah menjadi bukti otentik pernikahan yang sah. Dari 

bukti otentik itu akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi 

pennasalahan dalam perkawinan seperti untuk mengurus akta kelahiran anak, 

perceraian waris dan lain sebagainya, adimana suatu keluarga yang secara legal 

dan sah akan dilindungi secara hukurn. 50 

50 Ahmad Bisri Mustaqim, Wawancara, Surabaya, 11Juni2010 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



67 

B. Analisis Hokum Islam terhadap Penolakan Isbat Nikah karena Akta Nikah 

Tidak Tercatat dalam Buku Register KUA di Pengadilan Agama Surabaya. 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan untuk membentuk suatu rurnah tangga, oleh karena itu perkawinan 

harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan baik yang menyangkut kedua 

belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu 

sendiri dalam pelaksanaan perkawinan, syarat dan rukun nikah antara lain adanya 

calon saumi, isteri, wali, dua orang saksi, !Jab dan qabu! dan mahar harus 

terpenuhi disamping itu harus di catatkan dalam KUA, _juga ditel iti tentang 

kebenarannya karena ini menyangkut dari sah dan tidaknya hubungan suami 

isteri. 

Analis is hukum Islam dalarn rx:rbra 111 1 111 t.: 111 ht.:11arL1n p<.: nctapan 

Pengadilan Agama Surabaya yang menolak isbat nikah Pemohon I dan Pemohon 

II karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama. 

Menurut keterangan saksi ahli (Kepala KUA), tidak ada berkas 

permohonan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada 

penunjukan Wali Hakim dalam akta nikah tersebut, dan sebagai kepala KUA 

tidak pemah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk menikahkan itu 

terjadi karena akta nikah pemohon palsu. 

Jadi perkawinan yang pemah dilaksanakan Santoso bin Raharjo dan 

Wahyu Ningsih binti Haryono pada tanggal 21 Agustus 2005. di Wilayah KUA 

Krembangan Surabaya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-
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(Lima puluh ribu rupiah) dengan wali hakim dan disaksikan oleh 2 orang saksi, 

dianggap tidak sah, karena waktu akad nikah tidak dihadiri Wali Nasab atau Wali 

Hakim dari pegawai Kantor Urusan Agama, Pemohon menikah menggunakan 

wali yang mengaku-ngaku Wali Hakim (wali hakim palsu) yaitu Wali Muhakam 

dari tokoh masyarakat yang diangkat sendiri tanpa ada taukil wali dari orang tua 

pihak perempuan. 

Sebagaimana dijelaskan: 

"Bahwa pernikahan yang sah menurut !)yari 'at Islam, adalah 
pernikahan yang dilaksanakan memenuhi .~yarut Jan rukun pernikahan yang 
disebutkan dalam kitab-kitab Fiqih. sepa11 udunyu culun s11u1111. cu/011 istri, 
wali dan dua orang saksi yang beragama Islam clan bers~(at adil, serta /jab 
qabul. Di samping itu harus dicarat pada Kantur Ur11Sa11 Agama (KUA) 
kecamatan setempat sesuai dengan kete111ua11 peru11dang-undangan yang 
ber!aku." 

Berdasarkan had is shahih yang dtrtwa~ atkan Imam al-Ba1halj1 Ja larn 

kitabnya Sunan al-Kubra dari 'Aisyah RA, sebagai berikkut: 

"Tidak sah suatu pernikahan, kecuali jika dihadiri oleh wali dan kedua 
saksi yang adil" 

Berdasarkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dapat 

ditunjuk sebagai saksi adalah orang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak 

terganggu ingatannya dan tidak tuli. 
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Di jelaskan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 282 : 

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. 
J ika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka 
yang seorang 111engin{!,atka1111ya . .la11ga11/ah suksi-suk\"/ it 11 l'll,l!.}!.clll (memhcn 
keterangan) apabila mereka dipanggil "51 

Majelis Hakim didalam memutuskan se lai n berdasarkan bukti saksi-saksi 

juga berdasarkan bukti surat-surat yang salt 

Surat yang dijadikan alat bukti harus mengandung kekuatan hukum yang 

pasti dan sah yai tu di buat old1 pcjahat ~ang hl.."r\\i:nan~ 1111 'l"'tw ,kr10'.111 

"Hakim tidak boleh menerima kesaksian atau memutuskan hukzmz dengan 
be1pegang pada surat semata-mata tanpa bukti yang sah (otentik)52 

Menurut hukum Islam pemikahan yang pemah dilaksanakan Pemohon I 

dan Pemohon II dianggap tidak pemah ada, walaupun syarat dan rukun nikah 

calon saumi, isteri, wali, dua orang saksi, fjab qabftl dan mahar sudah terpenuhi 

~~ Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 70 
Departemen Agama RI, Hu/mm Acara Menurut Syari 'at Islam, 16 
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tetapi wali yang menikahkan bukanlah Wali Nasab atau Wali Hakim dari 

pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah53 

Apabila Wali Nasab menolak (enggan) untuk rnenikahkan anak gadisya 

dengan laki-laki yang kafaiih, atau tidak bisa menghadiri pemikahan karena 

bertempat tinggal diluar negeri atau luar daerah atau karena sebab lain, maka 

untuk mempermudah dan memperlancar pelaksaan pernikahan, mempelai wanita 

dapat menunjuk Wali Hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada hadis shahih 

yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari ' Aisyah RA sebagai hL'rikut : 

0 ~ ~ of'o \ d "Jli: i~ ., " ~ 2"1 i"-" ~\ JJ 
0~') jf ~~ 0·~ 

~ " ./' ~ r-J /~ ~ .,/ ' \J 
" " / 

......... ,,.. 0 .,,.. \l ,,... ,,,. J ""' ... "' 

4J-' ~ ~~ 0\.! lbL; ~~ lbL; ~\.S:_j ~L ,~,~~ 
"'""' t. "-"",,,. '-"",,... ... - I 

"Setiap wanita yang melangsungkan perkawinan tapa seizin walinya, 
maka pernikahannya batal, batal, batal. Jika suaminya telah menggaulinya, 
maka ia berlzak memperoleh mahar. Jika para wali berselisih (bertengkar), maka 
pemerintah adalah menjadi wal i bagi orang yang t idak me mil iki wal i. 

Sepanjang masih ada Wali Hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan 

Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak 

boleh menunjuk Wali Muhakam dari tokoh masyarakat atau ulama' setempat. 

Sebab jika hal itu diperbolehkan, akan membuka pintu terjadinya perkawinan 

53 Ahmad Bisri Mustaqin, Wawancara, Surabaya, 11 Juni 2010 
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dibawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan 

perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.54 

Semua permasalahan terjadi bukan semata-mata diakibatkan kesalahan 

pemohon yang menyebabkan hal sedemikian itu diantaranya: 

1. Anak jauh dari orang tua, yang kemudian masing-masing individu merasa 

tidak ada lagi ikatan. 

2. Kurang baktinya anak kepada orang tua sehingga pernikahan tidak dihadiri 

wali permasalahan ini dapat terjadi karena orang tua tidak merestui hubungan 

mereka. 

3. Lemahnya Iman dan Ilmu yang menyangkut ketatatan beragama sehinnga 

mereka menghalalkan segala cara untuk melegalkan hubungan haramnYa 

4. Kurangnya waspada terhadap akibat yang ditimbulkan ,1an~Lt pJn,1.int'. 

Sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai 

dan anak-anak keturunan mereka. 

Ini semua dapat terjadi karena kurangnya disiplin Iman dan Ilmu yang 

dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga menyebabkan mereka 

menghalalkan segala cara untuk melegalkan hubungan haramnya dengan 

memalsukan akta nikah dan wali nikah, dan apabila tetap di teruskan akan 

menimbulkan kemudharatan di kemudian hari. 

54 Hamdan Rasyid Al Mawardi, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa Aktual, (Jakarta: Prima, 2003) , 
24-26 
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Dari ura1an di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan 

Agama Surabaya dalam menolak permohonan isbat nikah berdasarkan 

kebenaran lahiriyah maka hak yang dipersengketakan itu tetap tidak halal. 

Dalam menyelesaikan sengketa perkawinan Pengadilan Agama 

Surabaya memutus perkaranya berdasarkan kebenaran formil. Jika perkawinan 

tersebut mengandung unsur penipuan atau dengan jalan yang tidak benar maka 

perkawinan tersebut hukumnya haram dan tidak sah, akan tetapi jika perkawinan 

tersebut dilaksanakan dengan benar, maka perkawinan tersebut sah dan halal. 

Penulis cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'i yang m~ngaggap 

wali adalah salah satu syarat untuk sahnya pemikahan ha! ini terjadi karena di 

Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i. 

Seharusnya sebelum melaksanakan ixmikahan harus 1:t:rm;.tt 1 Julu 

dengan benar dan teliti, tentang rukun dan syarat pemikahan meliputi calon 

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ljiib qobul 

di samping itu mahar harus ada dan dicatatkan karena pernikahan merupakan 

peristiwa yang penting dan sakral yang menyangkut sah tidaknya hubungan 

suami istri dihadapan Allah SWT. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

1. Deskripsi tentang penolakan isbat nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam 

buku register KUA, karena tidak adanya berkas permohonan pemikahan 

antara Pemohon I dan Pemohon II di dalam register KUA, tidak ada 

penunjukan wali hakim dan dalam buku nikah tersbut sebagai kepala KUA 

tidak pemah menikahkan atau menunjuk pejabat lain untuk m~nikahkan 

Pemohon menikah menggunakan wali hakim palsu sehingga perkawinan 

antara keduanya dianggap tidak pernah ada. 

1 Dasar Hukum Hakim Pengadi lan Agama Surabaya menulak r<:nnu~wnan 

penetapan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II karena akta nikah tidak 

tercatat dalam buku register KUA ini disebabkan pemohon menikah tidak di 

hadapan/dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang 

pemohon menikah mengunakan wali yang tidak sah dalam hal ini ada 

beberapa pelanggaran yang dilakukan Pemohon: 1) Melanggar ketentuan 

Pasal l ayat ( l) UU No. 22 Tahun 1946, dan Pasal l 0 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan pegawai pencatat 

nikah yang berwenang; 2) Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang

Undang No. 1 Tahun 1974 ya itu tanpa dicatat I tidak punya akta nikah; 3) 

73 
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Melangar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam 

mengenai Wali Hakim, 

3. Analisis Hukum Islam dalam perkara ini sesuai pendapat Imam Syafi'i yang 

mengaggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya pemikahan. Hakim 

dalam menolak isbat nikah sudah benar dan harus dilaksanakan secara 

lahiriyah maka hak yang dipersengkatakan tetep tidak halal karena pemikahan 

pemohon tidak sesuai dengan rukun dan syarat pemikahan, karena wali yang 

menikah.kan bukanlah wali nasab atau wali hakim, pemohon menikah 

mengunakan wali hakim palsu yaitu muhakam da_ri tokoh masyarakat yang 

diangkat sendiri tanpa ada tauki wali. ini sesuai j uga dengan hadist yang 

diriwavatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tan11idzi dari Siti Ais\"ah ~·ang 

berhunyi: 

B. Saran 

"Barangsiapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak sei=in 

walinya maka, nikahnya itu batal. " 

1. Pemikahan adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama maka 

hendaknya masyarakat mengerti dan memahami rukun dan syarat pemikahan 

yang benar menurut agama, karena menyangkut sah atau tidaknya hubungan 

suami-isteri. Pentingnya akta nikah dalarn pemikahan sebagai bukti otentik 

pemikahan yang sah guna mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi 

sengketa dalam pemikahan, seperti untuk mengurus akta kelahiran anak, 
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perceraian, waris dan lain sebagainya. suatu keluarga yang secara legal dan 

sah akan dilindungi secara hukum baik hukum Agama maupun hukum 

Negara. 

2. Jalan keluar bagi pihak yang berperkara isbat nikah karena akta nikah tidak 

tercatat dalam buku register KUA, Penetapan No: 178/ Pdt.P/2008/P A.Sby ini 

dengan melaksanakan pernikahan ulang yang sesuai hukum Islam dan hukum 

Negara yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan disamping itu harus 

dicatatkan pada kantor catatan sipil dalam buku register yang ada di KUA 

Kecamatan di mana mereka bertempat tinggal. 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



DAFTAR PUSTAKA 

.bidin Slamet, Fiqih Munakahat Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999 

.l Mawardi Hamdan Rosyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa Aktual, Jakarta, Prima, 2003 

rto Murti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
Cetakan I, 2008 

·hazali Abd. Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media, 2003 

fartono, Kamus praktis bahasa Indonesia Jakarta: Reneka Cipta Cet II, 1996 

:i.wad Mungniyah Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, Cet V, Jakarta: PT lentera Basritama, 2000 

1uhammad bin IsmaTI Imam, Subulus Salam Syarl; BuliJghol Maram, Juz IV, Darul Fikr 

.amulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara. Cet.II, 1996 

ramudji R dan Soesilo, Kitah U11da11g-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Wacana lntelcktual 

.us yd lbnu, Jfol<i_n1111/ .\ f11pal11d. Semarang, CV. As-Si fa', Cetakan I, 1990 

abiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid Vl Bandung: Al Ma'arif, I 990 

alam Madkur Muhammad, Perdilan Dalam Islam, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1979 

oemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty. 
Cet.II, 1986 

udarsono, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, 2007 

yarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.Cet.II, 2007 

'aufiqurrahman Tata, Isbat Nikah dengan Nikah Massa!, Makalah: Isbat nikah dan 
Permasalahannya, 2010 

~upaili Wahbah, Al Fiqhul Islam wa Adillatuh, Juz IX, Damaskus: Dar el Fikr, 1989 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 



·ndang-Undang 

iepartemen Agama RI, Al Qur 'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Naladana, 2004 

im Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008 

rndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana. Cet I, 2008 

okumen 

zizah Nur, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang 
Penolakan lsbat Nikah ( Studi Putusan No. 38/Pdt.P/2007/ PA.Sby) 

[uhtarom, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, No 1191 /Pdt.G/2003 
Tentang lsbat Nikah 

gatik M., !sbat Nikah Karena KUA Kacamatan Dongko Tidak Mencatat Akta Nikah Dafam 
Buku Register ( Studi Putusan No. 001/ Pdt.P/ 2006/ PA.Ti) 

1linan Pt:nctapan lsbat ~ 1kah No. 178·Pdt.P ·2008/PA.Surabaya 

ti Fatimah, S1ar11s A11uk dari Perkawinan Akibat Penolakan !sbat Nikah Menurut Undang
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 197-1 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang) 

iinal Arifin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Jsbat Nikah dengan Alasan 
Legitimasi Anak di PA Sidoarjo (Studi Putusan No. 7/Pdt.P/2006/P A. Surabaya)" 

'awancara 

·awancara dengan Majlis Hakim Bapak Drs Ahmad Bisri Mustaqim, M.H 

·awancara dengan Panitera Bapak Bustamai, S.H 

awancara dengan Pan.Mud Hukum dengan Bapak Syarif Hidayat, SH 

awancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kerembangan dengan Bapak Nasiruddin 

tern et 

tp/wwv-1.pa-surabaya.go.id 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
 




